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BUPATI BUNGO
PROVINSI JAMBI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUNGO

NOMOR (5 TAHUN 2022

TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS

PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2016

TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

Merimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUNGO,

a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah

Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah, maka Peraturan Daerah Nomor 5
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah, perlu dilakukan penyesuaian kembali;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a dan sesuai ketentuan Pasal 3
ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor
18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perlu
menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

. Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indoncsia Tahun 1945;

2. Undang-Undang......2
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Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang
Pembeatukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam
Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956
Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah
Tingkat Il Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lcmbaran Nogara Republik Indonceia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor
13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6801);

. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang

Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

. Undarng-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undarg-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 358,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang

Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republk
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan
Lembarar. Negara Republik Indonesia 5601);
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7 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun

2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor

2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk
Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 157);

9. Peraturan Daerah Nomor S Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2016
Nomor 5), sebagaimana telah diubah derigan Peraturan
Daerah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2019
Namar 12);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUNGO

Menetapkan

dan
BUPATI BUNGO

MEMUTUSKAN:

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA

ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2016
TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGEAT

DAERAH.
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Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor S
Tahun 2016 tentang Pembentukan darn Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo
Tahun 2016 Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan
dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Peraturan Dacrah Nomor 5 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2019 Nomor
12), diubah sebagai berikut:

1 Ketentuan Pasal 14 ayat (2) dihapus sehingga Pasal 14
berbunyi sebagai berizut:
Pasal 14

(1) Perangkat Daerah yang melaksanakan sub urusan
pemerintahan  bidang bencana, yang terbentuk
dengaan susunan organisasi dan tata kerja sebelum
Peraturan Daerah  ini diundangkan, tetap
melaksanakan tugasnya sampal dengan
dibentuknya Perangkat Daeruh baru yang
melaksanakan sub urusan bencana sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Dihapus.

2. Ketentuan Pasal 17 diubah schingga Pasal 17
berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

4. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang
Pembentukan dan Susunan Organisasi Sekretariat
Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat
Dacrah (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo
Tahun 2008 Nomor 3);

b. Pasal 1 angka 8 dan angka 9, Pasal 3, Pasal 4,
Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7 ayat (1), ayat (2) Pasal 8
ayat (1) Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 10,
pPasal 11, dan Pasal 12 Pcraturan Daerah Nomor 6
Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan
Organisasi Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran
Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2008 Nomor 8);

c. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang
Pembentukan dan Susunan Organisasi Kantor
Perpustakaan, Arsip, dan Dokumeentasi (Lembaran
Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2009 Nomor 0);

d. Peraturan.....5
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d. Peraturan Dacrah Nomor 13 Tahun 2010 tentang
Pembentukan Badan Pelaksana Penyuluhan
Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (Lembaran
Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2010 Nomor 13);

e. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2010 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun
2008 tentang Pembentukan dan Susunan
Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2010 Nomor 14);

f Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang
Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas
Daerah (Lembaran Daerah Kabupatcn Bungo
Tahun 2011 Nomor 2);

g. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang
Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga
Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Bungo Tahun 2011 Nomor 3);

h. Pasal 6, Pasal 7 ayat (6) Pasal 8 huruf h dan huruf
[ Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana
Daerah, Kesatuan Bangsa, Politik  dan
Perlindungan Masyarakat (Lembaran Daerah
Kabupaten Bungo Tahun 2011 Nomor 7);

i Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2012 tentang
Pembentukan dan Susunan Organisasi Badan
Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Perizinan
Terpadu (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo
Tahun 2012 Nomor 26);

j. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 tentang
Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas
Pendapatan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Bungo Tahun 2014 Nomor 2);

k. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang
Pembentukan dan Susunan Organisasi Badan
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (Lembaran
dDaerah Kabupaten Bungo Tahun 2014 Nomor 3);

an

. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun
2011 tentang Pembentukan dan Susunan
Organisasi Lembaga Tcknis Daerah (Lembaran

Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2015 Nomor 3),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan  Peraturan Daerah ini  dengan
penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Bungo.

Ditetapkan di Muara Bungo
pada tanggal 28 MR- 2022

T e T wf’f
BUPATI BUNGO,

saffamy an )

4

H. HURI

Diundangkan di Muara Bungo
pada tanggal g Terumizor 2022

SEKRLTARIS DAE KABUPATEN BUNGO,

—
MURSIDI
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUNGO TAHUN 2022 NOMOR (4

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUNGO PROVINSI
JAMBI NOMOR & - 79/ 9089~



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUNGO
NOMOK TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH

NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN
DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

I. UMUM

Dalam rangka penyclenggaraan pemerintahan, tiap-tiap daerah
mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan
pem.er.ntahannya untuk meningkatkan cfisiensi dan efektivitas
penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam penyclenggaraan pemerintahian dacrah, kepala daerah
dibantu oleh perangkat deerah yang terdiri darl unsur staf yang
membantu penyusunan kebijakan dan koordinasi, diwadahi dalam
gekreturiat, ursur pengawas yang diwadahi dalam bentuk inspektorat,
unsur penunjang yang diwadahi dalam bentuk badan, dan unsur
pelaksana urusan daerah yung diwadahi dalam dinas daerah. Dasar
utarna penyusunan perangkat daerah dalam bentuk suatu organisasi
adalah adanya urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah,

yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan.

Kebijakan dalam penalaan kelembagaan Pemerintah, baik
Pemerintah  Pusat  ataupun Daerah lebih  diarahkan untuk
mengembangkan Organisasi yang lebih profesional transparansi, hirarki
yang pendek dan terdesentralisasi  kewenangannya, olch karena itu
organisasi lembaga tcknis daerah Kabupaten Bungo disusun berdasarkan
Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Bungo. Dalam rangka mewujudkan
Organisasi Perangkat Daecrah yang ideal secara teoritis dan konseptual
maka dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah, serta berdasarkan analisis beban kerja
terhadap Perangkat Dacrah dilakukan Perubahan Kedua Atas Peraturan
Daerah Nomor 5 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan

Perangkat Daerah.
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BUPATI BUNGO
PROVINSI JAMBI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUNGO

NOMOR ¢ TAHUN 2022

TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS

PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2016

TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

Merimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUNGO,

_ bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah

Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah, maka Peraturan Dacrah Nomor 5
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah scbagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2019 lentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah, perlu dilakukan penyesuaian kembali;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a dan sesuai ketentuan Pasal 3
ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemcrintah Nomor 72 Tahun 2019
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor
18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perlu
menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indoncsia Tahun 1945;

2. Undang-Undang......2
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Perubahan Peraturan Daerah tersebut didasarkan pada

pertimbangan dan evaluasi pelaksanaan tugas perangkat daerah terutama
dalam pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang Kesehatan yang
dilzksanakan oleh rumah sakit umum daerah. Terutama dengan

mempertimbangkan meningkatnya volume tugas dan beban kerja sehingga
perlu dilakukan peningkatan kelas RSUD dari kelas C menjadi kelas B.

IT. PASAL DEMI PASAL

Pasal |
Cukup jelas.

Pasal Il
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUNGO NOMOR




